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Aktivitas pembiayaan konsumen dapat mengalami kendala apabila salah satu pihak tidak mematuhi
perjanjian pembiayaan yang telah dibuat sehinggaterjadi sengketa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
oleh Para Pihak adalah menyel esaikan masalah tersebut di luar pengadilan seperti LAPS Sektor Jasa
Keuangan dan BPSK.

POJK No. 61 Tahun 2020 membuat L APS Sektor Jasa K euangan memiliki kewenangan untuk

menyel esaikan sengketa pembiayaan konsumen. Sedangkan, BPSK dapat menyel esaikan sengketa terkait
konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya 2 (dua) lembagaini dapat menimbulkan beberapa pandangan tentang kepastian hukum lembaga
yang tepat demi menyel esaikan sengketa pembiayaan konsumen. Tujuan penulisan tesis ini adalah
menganalisis kewenangan LAPS Sektor Jasa K euangan, bagaimana pel aksanaan perjanjian pembiayaan
konsumen, dan bagai mana akibat hukum putusan LAPS Sektor Jasa Keuangan terhadap penyel esaian
sengketa oleh BPSK di sektor pembiayaan konsumen.

M etode penerapan penulisan tesisini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penulisan ini adalah kedudukan LAPS Sektor Jasa K euangan tidak melanggar ketentuan UU
Perlindungan Konsumen, pemilihan penyel esaian sengketa pembiayaan konsumen melalui LAPS Sektor
Jasa K euangan tidak melanggar UU Perlindungan Konsumen, dan kewenangan L APS Sektor Jasa K euangan
tidak mengurangi efektivitas lembaga BPSK dalam menyel esaikan sengketa pembiayaan Konsumen

...... Consumer financing activities can face problemsif one of the parties does not comply with the financing
agreement that has been made, resulting in a dispute. One of the efforts that can be made by the Partiesisto
resolve the issue out of court, such as the LAPS Financia Services Sector and BPSK.

POJK No. 61 of 2020 makes the LAPS Financial Services Sector have the authority to resolve consumer
financing disputes. While BPSK can resolve consumer disputes based on Law no. 8 of 1999 concerning
Consumer Protection.

The existence of these 2 (two) institutions can give rise to several views about the legal certainty of the right
ingtitution to resolve consumer financing disputes. The purpose of writing thisthesisisto analyze the
authority of the LAPS Financial Services Sector, how to implement consumer financing agreements, and
how the legal consequences of the LAPS Financial Services Sector decision on BPSK's dispute resolution in
the consumer finance sector.

The method of applying thisthesisis normative juridical with a statutory approach. The results of thisthesis
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are that the position of the LAPS Financial Services Sector does not violate the provisions of the Consumer
Protection Law, the selection of consumer financing dispute resolution through the LAPS Financial Services
Sector does not violate the Consumer Protection Law, and the authority of the Financial Services Sector
LAPS does not reduce the effectiveness of the BPSK institution in resolving consumer financing disputes.



